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1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan
masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog
yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun
beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan
kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan
kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat
mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara
pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara
pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan
masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan
hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik,
serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan
diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi,
mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan
memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu,
penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan
menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir
dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut,
FKP penting untuk diselenggarakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng.



2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari

para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal dokumen perencanaan,

sehingga dokumen yang dihasilkan lebih berkualitas, partisipatif, dan selaras

dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah,

antara lain:

1.

Menjaring masukan, saran, dan tanggapan dari pemangku kepentingan
terhadap rancangan awal dokumen perencanaan BRIDA Kabupaten Buleleng
agar lebih komprehensif, responsif, dan sesuai kebutuhan daerah;
Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi,
pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam proses penyusunan kebijakan
dan rencana pembangunan berbasis riset dan inovasi;

Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dokumen
perencanaan BRIDA melalui proses konsultatif yang terbuka dan inklusif;
Menyinergikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan hasil
riset, pengembangan, dan inovasi yang relevan guna mendukung pencapaian
visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Kabupaten Buleleng;

Menjamin keterpaduan dan konsistensi perencanaan antara kebijakan BRIDA
dengan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah lain, serta kebijakan

pembangunan nasional dan provinsi.

3. Ruang Lingkup

1.

Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik BRIDA Kabupaten Buleleng
Pembahasan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan
Meliputi pembahasan terhadap rancangan awal dokumen perencanaan
BRIDA Kabupaten Buleleng (seperti Renstra, Rencana Kerja Tahunan, atau
Program dan Kegiatan Strategis) yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, arah

kebijakan, dan program prioritas.

. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Menggali dan mengonfirmasi isu-isu strategis daerah di bidang riset,
pengembangan, pengkajian, dan inovasi yang perlu menjadi fokus kebijakan
dan program BRIDA ke depan.

Penjaringan Aspirasi dan Masukan Stakeholder

Menghimpun pandangan, saran, dan rekomendasi dari berbagai pemangku
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kepentingan — meliputi perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha,
masyarakat, serta media — untuk memperkaya substansi dokumen
perencanaan.

. Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan

Menyelaraskan arah kebijakan dan program BRIDA dengan dokumen
perencanaan lain seperti RPJMD Kabupaten Buleleng, Renstra Perangkat

Daerah lainnya, serta kebijakan inovasi daerah dan nasional.

. Perumusan Rekomendasi Hasil Konsultasi Publik

Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hasil diskusi yang akan dijadikan
bahan penyempurnaan dokumen perencanaan BRIDA Kabupaten Buleleng.



1.

BAB I

METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Sumber Input dan Tema

Kegiatan Forum Konsultasi Publik memiliki sumber input yang meliputi :

1.

Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Buleleng.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Buleleng.

Rencana Strategis BRIDA Kabupaten Buleleng.

Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali di bidang riset

dan inovasi.

2. Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Hasil kajian, riset, dan inovasi yang telah dilaksanakan BRIDA.
Data sektoral dan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan
daerah.

Masukan dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) program
BRIDA.

3. Aspirasi dan Masukan Pemangku Kepentingan

« Forum koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

o Akademisi, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi.

« Dunia usaha dan komunitas inovasi daerah (innovation ecosystem).

o Organisasi masyarakat dan media massa.

4. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Tahun Sebelumnya

e Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan kinerja

perangkat daerah.

« Rekomendasi dari KemenPANRB, Inspektorat, atau Bappeda terkait

perbaikan sistem perencanaan dan inovasi.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik mengambil tema “Penguatan Riset

dan Inovasi Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan

Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng”. Tema tersebut

diangkat berdasarkan data atau informasi yang diolah dari beberapa



sumber. Adapun sumber data atau informasi yang dimaksud, antara lain:
1. Hasil SKM;
2. Hasil pengelolaan pengaduan; dan
3. Monev pelayanan publik.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
a. Waktu Penyelenggaraan
Hari : Senin, 24 Februari 2025
Tanggal : 08.30 WITA
b. Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik
a. Penyelenggara
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
b. Peserta Forum Konsultasi Publik
Perencana pada OPD se-Kabupen Buleleng
Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan secara tatap muka.



BAB Il
HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan materi, masukan peserta forum, dan hasil

pembahasan lintas perangkat daerah, diperoleh beberapa permasalahan utama

sebagai berikut :

a.

-~ ®o oo T

Q@

Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya selaras dengan
kebutuhan lintas perangkat daerah;

Ketersediaan data statistik sektoral masih terbatas dan belum terintegrasi;
Pelaksanaan kelitbangan belum merata di seluruh bidang urusan;
Pemanfaatan hasil riset sebagai dasar kebijakan masih rendah;
Pengembangan inovasi daerah, termasuk fasilitasi HKI, masih terbatas;
Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal,

Dukungan sarana-prasarana dan operasional perlu diperkuat.

2. Analisis

Analisis berdasarkan hasil forum konsultasi publik, masalah-masalah yang

teridentifikasi muncul karena ketidakseimbangan antara kebutuhan kelitbangan

yang semakin kompleks dengan kapasitas, anggaran, dan koordinasi yang masih

terbatas. Rekomendasi yang disepakati dalam Berita Acara muncul sebagai

respon untuk memperkuat perencanaan, menyempurnakan Renja, meningkatkan

kualitas data, serta memperkuat kelitbangan dan inovasi daerah agar lebih selaras

dengan arah pembangunan Kabupaten Buleleng.

Rencana Aksi

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan dalam Forum

Konsultasi Publik maka BRIDA berencana melakukan perbaikan berupa :

a.

BRIDA melakukan revisi dan finalisasi Renja Tahun 2025 sesuai
kesepakatan forum;

Menguatkan mekanisme pengumpulan data sektoral bersama perangkat
daerah terkait;

Menyusun rencana detail pelaksanaan kelitbangan prioritas tahun berjalan;

Menyusun agenda diseminasi hasil riset secara lebih terstruktur;
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. Meningkatkan pendampingan inovasi dan fasilitasi HKI bagi pelaku inovasi
daerabh;

Melakukan koordinasi rutin dengan perangkat daerah dalam pemutakhiran
usulan riset dan inovasi

. Melakukan penguatan sarana-prasarana pendukung tugas BRIDA.

. Menyerahkan hasil forum kepada BAPPEDA untuk penyempurnaan RKPD
2026.



BAB IV
PENUTUP

Forum Konsultasi Publik/Forum Perangkat Daerah BRIDA Kabupaten Buleleng
Tahun 2025 telah memberikan ruang dialog dan kolaborasi bagi seluruh pemangku
kepentingan untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan BRIDA
dengan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui proses pembahasan yang
konstruktif, forum ini berhasil merumuskan berbagai masukan, rekomendasi, dan
tindak lanjut yang akan menjadi dasar penyempurnaan Rencana Kerja BRIDA serta
bahan penting dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun
2026.

Diharapkan hasil forum ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan,
memperkuat fungsi kelitbangan dan inovasi, serta mendorong pemanfaatan hasil riset
dalam proses pengambilan keputusan. BRIDA Kabupaten Buleleng berkomitmen
untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memastikan bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan tahun berjalan dapat memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat dan pembangunan daerah.

Demikian laporan ini disusun sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan forum,
serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi BRIDA Kabupaten Buleleng.



LAMPIRAN - LAMPIRAN










































PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Il. Ngurah Rai No. 72 Singaraja - Telp. (0362) 27719
Website: https.//brida.bulelengkab.go.id - Email: bridagobulelengkab.go.id

Singaraja, 19 Februari 2025

Nomor : 500.6.18/138/11/Skrt/BRIDA/2025 Kepada
Lampiran : 1(satu) gabung Yth. Daftar Undangan Terlampir
Perihal : Undangan di —

Tempat

Tembusan :

Memperhatikan Pasal 84 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPKMD dan
RKPD, maka kami akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik guna
mendapatkan masukan dan saran terhadap Rencana Kerja Badan Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Berkenaan dengan
hal tersebut, kami mohon kehadirannya dalam rapat yang akan

dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 24 Februari 2025
Waktu : 08.30 WITA - selesai
Tempat . Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng, Jin. Ngurah Rai No. 72
Singaraja

Acara : Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2026

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;

3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran |
Nomor ; 500.6.18/138/11/Skrt/BRIDA/2025
Tanggal : 19 Februari 2025

Daftar Undangan :

A W DN P

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha di
Singaraja

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Panji Sakti di Singaraja
Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama
Hindu Negeri Mpu Kuturan di Singaraja

Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kepala Dinas Pariwisata

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Kepala Dinas Pertanian

| Gusti Bagus Sumertana (Merk Taksu Ajimoringa)

Waode F. Kurnia Aksa (Merk Anugerah Karunia Utama)

Komang Budi Asmita (Merk Prana Sutra)

Wirasanjaya, SH. MH.C.L.A (Merk Oganikku)

| Putu Pandu Setiawan (Merk Tokopasreal)

Sekretaris, Perencana Ahli Muda, Ka.Sub Bag. Umum Keuangan dan Para
Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng.

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSrE



DOKUMENTASI KEGIATAN
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